
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUBANG, 

Menimbang : a. bahwa Dana Desa dikelola secara tert ib, taat pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif t ransparan dan bertanggungjawab; 

b. bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, per lu d ia tur dalam 
Peraturan Bupat i ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a dan h u r u f b d i atas, per lu menetapkan 
Peraturan Bupat i Subang tentang Pembagian Dana Desa. 
Tahun 2016. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah d iubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten \ 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5495); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i , t e rakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dar i Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
d iubah beberapa ka l i , terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang 
Tahun 2015 Nomor 12). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBAGIAN DANA 
DESA D l KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan : 
1. Bupa t i adalah Bupat i Subang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemer intahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Desa adalah desa dan desa adat a tau yang disebut dengan 
nama la in , selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat h u k u m yang memi l i k i batas wi layah yang 
berwenang u n t u k mengatur dan mengurus u rusan 
pemer intahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu l , 
dan/atau hak tradis ional yang d i aku i dan d ihormat i 
da lam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. ' 

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u rusan 
pemer intahan dan kepentingan masyarakat setempat 
da lam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa a tau yang disebut 
dengan nama la in d ibantu perangkat Desa sebagai unsu r 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama la in , yang selanjutnya dis ingkat BPD, adalah 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemer intahan yang 
anggotanya merupakan wak i l dar i penduduk Desa 
berdasarkan keterwaki lan wi layah dan d i te tapkan secara 
demokrat is . 

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang d i te tapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang d i p e run tukkan bagi 
Desa yang ditransfer mela lui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah kabupaten dan d igunakan u n t u k 
membiayai penyelenggaraan pemer intahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 
selanjutnya dis ingkat APBN, adalah rencaiia keuangan 
t ahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya dis ingkat APBD, adalah rencana keuangan 
t a h u n a n pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah. 

11 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 



12. Rekening Kas U m u m Daerah, yang selanjutnya dis ingkat 
RKUD, adalah rekening tempat peny impanan uang daerah 
yang d i t en tukan oleh Bupa t i u n t u k menampung se luruh 
pener imaan daerah dan membayar se luruh pengeluaran 
daerah pada bank yang d i tetapkan. 

13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya dis ingkat RKD, 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung se luruh penerimaan Desa dan 
u n t u k membayar se luruh pengeluaran Desa pada bank 
yang d i te tapkan. 

14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang d i sa lurkan oleh 
Pemerintah kepada Kabupaten yang t idak habis 
d i sa lurkan ke Desa sampai akh i r t a h u n anggaran atau 
Dana Desa yang d isa lurkan oleh Kabupaten kepada Desa 
yang t idak habis d igunakan oleh Desa sampai akh i r t a h u n 
anggaran dan menjadi bagian dar i sisa lebih perh i tungan 
anggaran APBDesa. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang 
selanjutnya dis ingkat RPJM Desa, adalah Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa u n t u k j angka w a k t u 6 
(enam) t a h u n . 

16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut 
RKP Desa, adalah penjabaran dar i RPJM Desa u n t u k 
j angka w a k t u 1 (satu) t ahun . 

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandi r ian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampi lan, per i laku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya mela lui penetapan kebi jakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai 
dengan esensi masalah dan pr ior i tas kebutuhan 
masyarakat Desa. 

18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kual i tas 
h i dup dan keh idupan u n t u k sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

IQ.Alokasi Dasar adalah alokasi m in ima l Dana Desa yang 
akan d i ter ima oleh setiap Desa, yang besarannya d ih i tung 
ddngan cara 9 0 % (sembilan p u l u h persen) dar i anggaran 
Dana Desa dibagi dengan j u m l a h Desa secara nasional. 

20. Alokasi Formula adalah alokasi yang d ih i tung dengan 
memperhat ikan j u m l a h penduduk Desa, angka 
kemisk inan Desa, luas wi layah Desa, dan t ingkat 
kesu l i tan geografis Desa setiap kabupaten. 

BAB 11 
DANA DESA 

Pasal 2 

Dana Desa dikelola secara tert ib , taat pada ketentuan 
pera turan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
t ransparan, dan bertanggung jawab dengan memperhat ikan 
rasa keadi lan dan kepatutan serta mengutamakan 
kepent ingan masyarakat setempat. 



Pasal 3 

Dana Desa dia lokasikan oleh Pemerintah u n t u k Desa. 

BAB I I I 
PENGALOKASIAN 

Pasal 4 

(1) Berdasarkan besaran Dana Desa Kabupaten, Bupa t i 
menetapkan besaran Dana Desa u n t u k setiap Desa. 

(2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d ih i tung secara merata dan berkeadi lan 
berdasarkan : 
a. Alokasi Dasar; dan 
b. Alokasi Formula. 

(3) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) h u r u f a d ih i tung dengan cara membagi Alokasi Dasar 
Kabupaten dengan j u m l a h Desa yang ada. 

(4) Besaran Alokasi Formula sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) h u r u f b d ih i tung dengan bobot sebagai ber ikut : 
a. 2 5 % (dua p u l u h l ima per seratus) u n t u k j u m l a h 

penduduk Desa; 
b. 3 5 % (tiga p u l u h l ima per seratus) u n t u k angka 

kemisk inan Desa; 
c. 10% (sepuluh per seratus) u n t u k luas wi layah Desa; 

dan 
d. 3 0 % (tiga p u l u h per seratus) u n t u k t ingkat kesul i tan 

geografis Desa. 

% Pasal 5 

(1) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 4 d ih i tung dengan r u m u s : 

DDx = DDADx + DDAFx 

D D x = Dana Desa u n t u k Desa X 
D D A D x = Dana Desa Alokasi Dasar yang di ter ima Desa x 
D D A F x = Dana Desa Alokasi Formula u n t u k Desa x 

(2) Dana Desa Alokasi Formula setiap Desa d i t en tukan 
berdasarkan r u m u s sebagai be r ikut : 
D D A F x = { (DDkab-ADkab) } x {(0,25 x Z i ) + (0,35 x Z2) + (0,10 
x Z a ) + (0,30 XZ4)} 
D D A F x = Dana Desa Alokasi Formula u n t u k Desa x 
DDkab = Dana Desa Kabupaten 
ADkab = Alokasi Dasar Kabupaten 
Z i = rasio j u m l a h penduduk Desa terhadap total 

penduduk Desa se Kabupaten 
Z2 = rasio j u m l a h penduduk M isk in Desa terhadap 

total penduduk M isk in Desa se Kabupaten 
Z 3 = rasio luas wi layah Desa terhadap total luas 

wi layah Desa se Kabupaten 
Z4 = rasio t ingkat kesu l i tan geografis Desa terhadap 

total t ingkat kesul i tan geografis Desa se 
Kabupaten 



Pasal 6 

Besaran Dana Desa setiap Desa di tetapkan dengan 
Keputusan Bupat i . 

BAB IV 
PENYALURAN 

Pasal 7 

(1) Dana Desa d isa lurkan oleh Pemerintah Daerah kepada 
Desa. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i l akukan dengan cara pemindahbukuan dar i RKUD 
ke RKD. 

Pasal 8 

Penyaluran Dana Desa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 
d i l akukan secara bertahap pada t a h u n anggaran berjalan 
dengan ketentuan sebagai ber ikut : 
a. Tahap 1 sebesar 60% (enam p u l u h per seratus) 
b. Tahap 11 sebesar 40% (empat p u l u h per seratus) 

Pasal 9 

Penyaluran Dana Desa Tahap 1 dar i RKUD ke RKD d i l akukan 
setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupat i dokumen 
berupa : 
a. Peraturan Desa tentang APBDesa t a h u n anggaran 

berjalan; dan 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa t ahun anggaran 

sebelumnya. 

Pasal 10 

(1) Penyaluran Dana Desa Tahap 11 dar i RKUD ke RKD 
d i l akukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan 
penggunaan Dana Desa Tahap 1 kepada Bupat i . 

(2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1), menun jukkan pal ing kurang 
Dana Desa tahap 1 telah d igunakan sebesar 50% (lima 
p u l u h per seratus). 

Pasal 11 

Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dar i RKUD ke RKD 
d i l akukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

BAB V 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 12 
(1) Penggunaan Dana Desa d ipr ior i taskan u n t u k membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 



Pasal 13 

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa. 

Pasal 14 

Pelaksanaan penggunaan Dana Desa d iu tamakan secara 
swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku 
lokal , dan d iupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga 
kerja dar i masyarakat Desa setempat. 

Pasal 15 

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa 
sesuai Peraturan Perundang-undangan. 

BAB VI 
PELAPORAN 

Pasal 16 I 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa setiap tahap kepada Bupat i . 

(2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) terd ir i atas : 
a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa t a h u n 

anggaran sebelumnya; dan 
b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I . 

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa t a h u n anggaran 
sebelumnya sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a 
d isampaikan pal ing lamibat minggu kedua bu lan Pebruari 
t a h u n anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f b 

, d isampaikan pal ing lambat minggu kedua bu lan du l l 
t a h u n anggaran berjalan. 

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d i susun sesuai dengan format 
sebagaimana te rcantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i i n i . 

BAB VII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 17 
(1) Bupa t i me lakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa 

Dana Desa d i RKD. 
(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas 

Sisa Dana Desa d i RKD sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) lebih dar i 30% (tiga p u l u h per seratus), Bupa t i : 
a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai 

Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau 
b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah u n t u k 

me lakukan pemeriksaan. 
(3) Sisa Dana Desa lebih dar i 30% (tiga p u l u h per seratus) 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i h i tung dar i Dana 
Desa yang d i ter ima Desa pada t a h u n anggaran berkenaan 



d i tambah dengan Sisa Dana Desa t a h u n anggaran 
sebelumnya. 

(4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembal i Sisa Dana 
Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dalam 
rancangan APBDesa t a h u n anggaran ber ikutnya sebagai 
dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut. 

(5) Dalam ha l rancangan APBDesa t a h u n anggaran 
ber ikutnya sebagaimana d imaksud pada ayat (4) telah 
d i te tapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat d igunakan 
mendahu lu i penetapan peraturan desa tentang Perubahan 
APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa 
tentang perubahan penjabaran APBDesa dan 
member i tahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa 
u n t u k selanjutnya d i tampung dalam peraturan Desa 
tentang perubahan APBDesa a tau d i can tumkan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran bagi pemer intah Desa yang 
t idak me lakukan Perubahan APBDesa. 

BAB V l l l 

SANKSl / 

Pasal 18 
(1) Bupa t i menunda penyaluran Dana Desa, da lam hal : 

a. kepala Desa t idak memenuhi ketentuan sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. 

b. terdapat Sisa Dana Desa d i RKD t ahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga p u l u h per seratus) 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 17; dan/atau 

c. terdapat usu lan dar i aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d i l akukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap 1 t a h u n anggaran berjalan 

, sebesar Sisa Dana Desa di RKD t a h u n anggaran 
sebelumnya. 

(3) Dalam ha l Sisa Dana Desa t a h u n anggaran sebelumnya 
lebih besar dar i j u m l a h Dana Desa yang akan d isa lurkan 
pada tahap 1, penyaluran Dana Desa tahap 1 t idak 
d i l akukan . 

(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d i l akukan sampai dengan 
Sisa Dana Desa di RKD t ah un anggaran sebelumnya telah 
direal isasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa 
d i RKD menjadi pal ing tinggi sebesar 30% (tiga p u l u h per 
seratus) dar i anggaran Dana Desa t ahu n anggaran 
sebelumnya. 

(5) Dalam ha l sampai bu lan du l l t a h u n anggaran berjalan 
Sisa Dana Desa d i RKD t a h u n anggaran sebelumnya 
masih lebih besar dar i 30% (tiga p u l u h per seratus), 
penyaluran Dana Desa yang d i tunda sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d i sa lurkan bersamaan dengan 
penyaluran Dana Desa tahap I I . 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR : 9 Tahun 2»16 
TANGGAL : 31 Mei 2*16 
TENTANG : PEMBAGIAN DANA DESA DI KABUPATEN 

SUBANG TAHUN 2016 
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Keterangan : 
* SP2D Penya lura i i Dana- Desa d a r i Kabupa t en 

Disetuju i oleh, Bendahara Desa 
KEPALA DESA 


